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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Sejak ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014, 

pemerintah daerah diberi kewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah 

diharapkan dapat lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahannya 

guna memajukan daerahnya masing-masing. Setiap daerah dituntut agar 

dapat mengedepankan kemandirian daerahnya dalam pelaksanaan otonomi 

daerah khususnya kemandirian dalam bidang keuangan.  

Pemerintah daerah sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada 

pemerintah pusat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk dapat 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di 

daerah tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila 

ketergantungan keuanganya pada pusat memiliki persentasi yang kecil. 

Untuk menciptakan kemandirian keuangan pada suatu daerah, masing-

masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan 

Asli Daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan 

dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang dimana 

merupakan konsekuensi menjalankan otonomi daerah (Octovido, 2014). 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD 

 

111 



112 

 

yang sah. Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada Pajak Daerah 

karena seperti yang diketahui pajak merupakan sumber utama penerimaan 

negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Oleh sebab itu, 

diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Malaka mampu memaksimalkan 

potensi dari pajak daerah agar pajak daerah dapat memberikan kontribusi 

yang besar bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Malaka. Dengan 

demikian, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Malaka dapat 

meningkat karena ketergantungannya akan pusat juga berkurang.  

Menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim (2004), yang dimaksud 

dengan efektivitas adalah suatu ukuran berhasil atau tidaknya organisasi 

dalam mencapai suatu tujuan. Dalam perhitungan efektivitas, kemampuan 

suatu daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang 

dicapai mendekati 100%. Maka dapat disimpulkan apabila semakin tinggi 

rasio efektivitas, maka semakin baik pula kemampuan daerah tersebut. 

Sama halnya dengan pajak daerah, apabila menghasilkan angka atau 

persentase mendekati 100%, maka pemungutan pajak daerah dapat 

dikatakan makin efektif. 

Menurut Anggraeni (2012) kontribusi Pajak Daerah adalah 

kontribusi yang berasal dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dimana merupakan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi pajak terhadap pajak daerah 

dimana merupakan rasio antara total masing-masing jenis pajak terhadap 

total pajak daerah pada satu tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar 
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kecilnya peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan besar 

kecilnya masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah. Sedangkan 

Kemandirian keuangan daerah adalah seberapa besar kemampuan suatu 

daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya, pelayanannya kepada 

masyarakat, dan pembangunan daerahnya tanpa bantuan dari pemerintah 

pusat/provinsi (Halim, 2004).  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio untuk 

mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD 

Kabupaten Malaka dan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten 

Malaka. Kemudian, dilakukan pengumpulan data dari Badan Pengelola 

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Data yang sudah terkumpul 

dilakukan proses berikutnya yaitu perhitungan secara kuantitatif efektivitas 

dan kontribusi pajak daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah 

Kabupaten Malaka dengan menggunakan metode analisis rasio, disajikan 

dalam bentuk tabel. 

Efektivitas Pajak Daerah merupakan suatu kondisi yang erat 

kaitannya dengan pemungutan pajak daerah. Analisis efektivitas pajak 

daerah dilakukan guna mengetahui seberapa efektifnya pemerintah daerah 

dalam melakukan pemungutan pajak daerah guna meningkatkan 

pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan hasil analisis efektivitas Pajak 

Daerah Kabupaten Malaka tahun 2014 hingga tahun 2018 tingkat efektivitas 

pajak daerah masuk kategori sangat efektif kecuali tahun 2018. Pada tahun 
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2018 pajak daerah tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan. 

Faktor yang menyebabkan kecilnya rasio efektivitas Pajak Daerah pada 

tahun 2018 adalah karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan 

untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara signifikan. Hal ini 

sangat mempengaruhi rendahnya rasio efektivitas pada tahun tersebut 

dikarenakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu 

jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pajak 

daerah Kabupaten Malaka. Penyebab tidak tercapainya target yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

diduga karena pada tahun tersebut belanja modal yang terjadi tidak sebesar 

tahun sebelumnya, atau dapat dikatakan pembangunan infrastruktur pada 

tahun tersebut tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berpengaruh 

pada besarnya pajak yang masuk dari mineral bukan logam dan batuan. 

Kontribusi pajak terhadap pajak daerah merupakan suatu kontribusi 

yang diberikan oleh masing-masing jenis pajak bagi pajak daerah. 

Sedangkan kontribusi pajak daerah bagi pendapatan asli daerah merupakan 

suatu kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah guna meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis kontribusi masing-

masing jenis pajak terhadap Pajak Daerah Kabupaten Malaka tahun 2014 

hingga 2018, diketahui bahwa jenis pajak yang memberikan kontribusi 

terbesar terhadap Pajak Daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan dan PBB-p2. Kedua jenis pajak ini dikatakan memberi kontribusi 

terbesar karena realisasi yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai angka 
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satu miliar rupiah. Untuk jenis pajak yang memberikan kontribusi sedang 

bagi Pajak Daerah Kabupaten Malaka tahun 2014 hingga 2018 adalah Pajak 

Restoran dan Pajak Penerangan Jalan. Kedua jenis pajak ini dikatakan 

memberi kontribusi sedang, karena setiap tahunnya realisasi yang 

dihasilkan mecapai angka seratus juta rupiah.  Sedangkan kontribusi terkecil 

dari masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah Kabupaten Malaka 

tahun 2014 hingga 2018 adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Bawah Tanah. Keempat jenis 

pajak ini dikatakan memberikan kontribusi terkecil bagi Pajak Daerah 

karena setiap tahunnya realisasi yang dihasilkan hanya berkisar pada angka 

puluhan juta rupiah. Kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan adalah pajak restoran, pajak 

penerangan jalan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini 

membuktikan bahwa jenis pajak tersebut memiliki potensi yang besar bagi 

pajak daerah Kabupaten Malaka. Dengan demikian, pemerintah daerah 

harus dapat mengoptimalkan pemungutan dari jenis-jenis pajak tersebut 

sehingga pajak daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya dan dapat juga 

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Malaka. Berdasarkan 

analisis yang sudah dilakukan, kontribusi dari Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2014 hingga 2018 setiap tahunnya 

mengalami peningkatan kecuali tahun 2018. Faktor penyebabnya adalah  

dikarenakan pada tahun 2018 terdapat salah satu jenis pajak daerah yang 

tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga 
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mengakibatkan pajak daerah pada tahun tersebut tidak dapat terealisasi 

dengan baik. Tingkat kontribusi pajak daerah sendiri terhadap PAD 

berfluktuatif dari tahun 2014 hingga 2018. Hal tersebut dikarenakan 

kenaikan pajak daerah dari tahun ke tahun tidak sejalan dengan kenaikan 

PAD. Kenaikan PAD selama kurun waktu lima tahun meningkat signifikan, 

sedangkan kenaikan pajak daerah meningkat secara bertahap setiap 

tahunnya. Peningkatan PAD sebagian besar berasal dari komponen non-

pajak sehingga mengakibatkan tingkat kontribusi dari pajak daerah sendiri 

masih dibawah 50%. Upaya strategi dalam meningkatkan kontribusi dari 

pajak daerah, yaitu:  

a) Mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Malaka. Dengan 

mengembangkan sektor pariwisata, para wisatawan dari luar daerah 

dapat berkunjung ke Kabupaten Malaka untuk menikmati wisata 

tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada pajak hotel dan pajak restoran. 

Salah satu cara untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten 

Malaka yaitu dengan membuat suatu website yang berguna untuk 

memperkenalkan wisata-wisata apa saja yang terdapat di Kabupaten 

Malaka.  

b) Sosialisasi bagi para pemilik restoran dalam hal pembebanan pajak 

restoran bagi konsumen. Dengan demikian, pajak restoran tidak lagi 

ditanggung oleh para pemilik restoran.  

c) Memberlakukan sistem online dalam administrasi perpajakan dan 

bekerjasama dengan bank-bank yang ada dalam hal pembayaran pajak. 
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Dengan demikian, para wajib pajak dapat lebih mudah mengurus 

urusan perpajaknnya dan dengan adanya sistem online ini akan 

mengurangi tingkat kecurangan wajib pajak dalam melaporkan 

pajaknya. 

d) Bekerjasama dengan PLN dalam hal perluasan jaringan listrik di desa-

desa yang belum ada listriknya. 

e) Meningkatkan belanja modal dengan cara pengadaan infrastruktur 

seperti jembatan, jalan dan bangunan. Upaya ini dapat meningkatkan 

pajak galian golongan C di Kabupaten Malaka.  

f) Sosialisasi mengenai pemanfaatan air tanah dalam suatu usaha. Selain 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, upaya ini juga dapat 

meningkatkan pajak air bawah tanah. 

Kemandirian keuangan daerah merupakan suatu kondisi dimana 

pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat 

dalam melaksanakan pemerintahannya. Berdasarkan hasil analisis 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka selama tahun 2014 hingga 

2018, diketahui bahwa rasio kemandirian Kabupaten Malaka mengalami 

peningkatan selama kurun waktu lima tahun. Hal ini membuktikan bahwa, 

Kabupaten Malaka tiap tahunnya dapat menggali potensi di daerahnya 

secara baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Malaka. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Malaka dapat 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanannnya kepada masyarakat. Kabupaten Malaka masih merupakan 
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Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Belu sehingga dapat 

dikatakan Kabupaten ini masih sangat membutuhkan bantuan dari pusat 

guna memaksimalkan kegiatan pemerintahannya. Berbeda dengan 

Kabupaten-Kabupaten lain yang sudah lama, Kabupaten Malaka masih 

sangat membutuhkan banyak dana dari pusat guna meningkatkan 

pembangunan dan perekonomian di Kabupaten tersebut.  Hal ini 

menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan 

dibandingkan daerah. Guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah 

Kabupaten Malaka, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan hasil 

pendapatan asli daerahnya. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini, fokus peneliti 

hanya pada komponen pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak 

merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk 

membiayai belanja negara. Oleh sebab itu, diharapkan pajak daerah juga 

dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah 

Kabupaten Malaka apabila dikelola secara maksimal. Karena Kabupaten 

Malaka masih merupakan Kabupaten baru, diharapkan pemerintah daerah 

mampu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi dari pajak daerah 

sehingga mampu mengoptimalkan hasil dari pajak daerah itu sendiri. 
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B. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:  

1. Penetapan target pada tahun-tahun awal berdirinya Kabupaten 

Malaka masih merujuk pada data dari Kabupaten Belu, sehingga 

target yang di tetapkan kadang tidak sesuai dengan kondisi potensi 

yang ada di Kabupaten Malaka.  

2. Sistem pajak daerah di Kabupaten Malaka masih dilakukan secara 

manual, sehingga masih sulit untuk menyerap potensi dari pajak 

daerah secara maksimal. 

3. Tingkat kontribusi yang diberikan oleh masing-masing jenis pajak 

daerah hampir semuanya dikategorikan sangat kurang, kecuali pajak 

mineral bukan logam dan batuan yang dikategorikan sangat baik.   

C. Saran  

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya dan untuk 

Pemerintah Daerah antara lain:  

1. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah dapat mengukur secara akurat potensi-potensi yang ada di 

Kabupaten Malaka agar target yang ditetapkan tidak melebihi dari 

potensi yang ada.  

2. Sebaiknya pemerintah daerah mulai menerapkan sistem online 

pajak daerah sehingga penyelenggaraan administrasi perpajakan 

dapat dilakukan secara efektif dan efisien, potensi dari pajak 

daerah juga dapat diserap secara maksimal, memudahkan wajib 
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pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, dan 

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.  

3. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Malaka khususnya 

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bisa 

lebih mengintensifikasi lagi pajak daerah yang telah ada guna 

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, 

perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, 

peningkatan mekanisme dan prosedur penarikan pajak daerah. 

Dengan demikian, diharapkan kontribusi yang diberikan oleh 

pajak daerah dapat meningkat dan pemerintah Kabupaten Malaka 

dapat terus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah 

sehingga pajak daerah dapat mendongkrak pendapatan asli daerah 

di Kabupaten Malaka. Apabila pendapatan asli daerah meningkat, 

maka secara otomatis dapat meningkatkan kemandirian keuangan 

daerah Kabupaten Malaka.    
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